GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR {3 TAHUN 2018

TENTANG
JAMINAN KESEHATAN ACEH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan anugerah

Mengingat

(f

: L.

dari Allah SWT yang harus dilindungi dengan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat menuju Aceh
sejahtera sesuai dengan program prioritas Pemerintah Aceh;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Qanun Aceh
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Pemerintah Aceh wajib
menyelenggarakan Jaminan Kesehatan secara paripurna kepada
penduduk Aceh dengan menganut prinsip asuransi kesehatan
sosial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh
tentang Jaminan Kesehatan Aceh;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);
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10.

11.
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13.

14.

15.
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17

18.

19.

20.

(F

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan;

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan
Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Lainnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan
Pemerintah Dacrah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum
dan/atau Dana Bagi Hasil,;
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21.

22.

23.

Menetapkan

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor
10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran
Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 70);

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Layanan
Publik (Lembaran Daerah Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
18);

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran

Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Aceh Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG JAMINAN KESEHATAN
ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

(+

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan Kkesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh
seorang Gubernur.

. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu

kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai engan Peraturan
Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang
Bupati/Walikota.

. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan “oleh
Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh.
Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
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8. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat
Kabupaten/Kota.

9. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang
dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

10.Sistem Rujukan adalah penyelenggara kesehatan yang mengatur
pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik baik
vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional
terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau
permasalahan kesehatan.

11.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

12.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah program pemerintah yang bertujuan memberi kepastian
jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat
hidup sehat, produktif dan sejahtera.

13.Jaminan Kesehatan Aceh yang selanjutnya disingkat JKA adalah
suatu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap penduduk Aceh yang iurannya dibayar oleh
Pemerintah Aceh.

14.Penduduk Aceh adalah setiag orang yang bertempat tinggal secara
menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, keturunan
dan telah memiliki KTP Aceh dan/atau Kartu Keluarga (KK) Aceh

15.Peserta adalah setiap penduduk Aceh yvang didaftarkan oleh
Pemerintah Aceh dan/atau mendaftarkan diri dan keluarganya
untuk diikut sertakan dalam JKA.

16. Peserta Awal adalah jumlah peserta dengan identitas yang lengkap
berdasarkan master file kepesertaan dari BPJS Kesehatan yang
paling sedikit memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama,
dan alamat yang selanjutnya diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dan
Pemerintah Aceh.

Pasal 2

JKA dimaksudkan untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi
seluruh Penduduk Aceh dalam bentuk pemberian bantuan iuran dan
pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3
JKA bertujuan untuk :

a. mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan bagi seluruh
penduduk Aceh yang berkualitas dan terintegrasi; dan

b. menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh
penduduk Aceh secara komprehensif mulai dari pelayanan
kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 4
Ruang Lingkup dari JKA meliputi :
a. pemberian bantuan iuran bagi penduduk Aceh yang belum
dijamin oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha;

Tim Independen JKA;

Sekretariat Terpadu;

Tim Verifikasi, Purifikasi dan Rekonsiliasi JKA Pemerintah Aceh;
penyediaan rumah singgah;

pemberian kursi roda;

biaya transportasi rujukan/pemulangan jenazah dan pendamping;
biaya makan pendamping.
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Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal,
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Pasal 5

Sasaran JKA seluruh Penduduk Aceh yang terdaftar dan lurannya
dibayar Pemerintah Aceh serta Penduduk Aceh peserta JKN.

Pasal 6

(1) Data peserta awal JKA dilakukan verifikasi oleh Tim Pemerintah
Aceh dan BPJS.

(2) Data peserta awal JKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 7

Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Fasilitas Kesehatan
serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan JKA, mengacu pada
Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur
ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal O

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih
lanjut dalam pedoman pelaksanaan JKA oleh Kepala Dinas Kesehatan
Aceh.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017
Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 WMarek 2018
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